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PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR

PENYIAPAN SDM APARATUR KE DEPAN
HARUS DIARAHKAN PADA PENINGKATAN DAYA SAING
YANG KOMPREHENSIF BAIK TERKAIT PENGUATAN
TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR,

DAN SISTEM, MIAUPUN PENGUATAN TERHADAP
PENGUASAAN PENGETAHUAN, NETWORKING, DAN
KOLABORASL.
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Pemerintah saat ini tidak lagi berfokus pada
macroorganizational capacities di tingkat pusat, namun
harus juga memperhatikan microorganizational abilities
of governments di tingkat daerah.

Kepemimpinan Administator harus memahami
pengertian kerja sama terutama dalam konteks
pemerintah daerah, sebagaimana Patterson (2008)
dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerja sama antar
daerah (intergovernmental cooperation) dari adanya
kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih
pemda untuk memberikan pelayanan bersama atau
memecahkan masalah secara bersama- sama.

LEARN MORE )




DESKRIPSI
SINGKAT

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan
kemampuan memahami konsep hubungan
kelembagaan, menyusun peta jejaring kerjasama antar
unit organisasi/lembaga,dan menganalisis potensi
kewenangan dalam pelayanan publik  dapat
dikerjasamakan.

Setelah mengikuti mata pembelajaran ini, peserta
dapat:
1.Menjelaskan konsep kerja sama kelembagaan;
2.Menyusun peta jejaring kerjasama antar unit
organisasi/lembaga; dan
3.Menganalisis potensi kewenangan dalam
pelayanan publik dapat dikerjasamakan.
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HUBUNGAN KELEMBAGAAN



Pemerintah

Jabatan
Unit Kompetensi Administrator

Jabatan

Unit Kompetensi Kegiatan Kerja Sama Pengawas

Strategis

Pemerintah
Daerah




UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT 0.841120.044.01

JUDUL UNIT Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan

Unit kompetensi ini menjelaskan pengetahuan, keterampilan dan, sikap dalam membuat konsep peta
keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan dalam rangka penetapan ruang lingkup

DESKRIPSI UNIT perjanjian kerja sama kelembagaan

Unit ini digunakan pada Kementrian / Badan / Lembaga / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten
fKota terkait Pemerintahan Daerah

ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA

—
.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi ditelusur

2. Kewenangan lembaga yang terkait ditelusur
1. Mengidentifikasi potensi kewenangan 3. Potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan dikaji dengan merujuk kepada kaidah efektif dan

efisien
4. Sumber daya target kerja sama didata

1. Sumber daya target kefja sama dinilal,
2. Menyusun peta jejaring kerja sama 2. Konsep kerja sama disusun,
antarlembaga 3. Konsep kerja sama dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan
4. Finalisasi konsep kerja sama dilaksanakan sesuai dengan asas pemerintahan
1. Konsep pemetaan kewenangan dikonsuliasikan
3. Mengusulkan penetap ta
St s 2. Perbaikan berdasarkan arahan pimpinan dilaksanakan,

keterkaitan kewenangan ; :
3. Iabel kewenangan dibuat
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ASAS UMUM PEMERINTAHAN

YANG BAIK

1.Kepastian Hukum

2.Kemanfaatan

3.Ketidak berpihakan

4.Kecermatan

5.Tidak menyalahgunakan kewenangan
6.Keterbukaan

/.Kepentingan Umum

8.Pelayanan yang baik

(Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan)



KONSEP HUBUNGAN KELEMBAGAAN
PUSAT - DAERAH




HUBUNGAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

PEMEGANG KEKUASAAN = : THE ULTIMATE
PEMERINTAHAN - PSL 4 (1) UUD < PRESIDEN — RESPONSIBILITY LIES UPON
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A. Pusat - Daerah

UUD 1945
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KETENTUAN
MENDASAR

-

PASAL18 A

(1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan
kota, atau antara provinsi dan
kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan
memperhatikan  kekhususan dan
keragaman daerah. **)

Hubungan Kewenangan Pusat — Daerah Berdasarkan UUD 1945

(2) Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang

masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republi
Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang. **)
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Pasal 18 A
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Sumber Dava Alam &
Sumber Dava Lainnva

Pelavanan umum

Kewenangan

Kekhususan




Negara Federal

Daerah

Otonom



MODEL PEMENCARAN KEWENANGAN DALAM RANGKA
DESENTRALISASI DI NEGARA KESATUAN

PRESIDEN

$

Daerah Otonom

SADUWASISTIONO@OKTOBER2017
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r! Kepentingan Strategis Nasional

POTENSI KEWENANGAN
) DAPAT DIKERJASAMAKAN
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LOKASI

ANFAAT/ DAMPAK

PENGGUNA
SUMBER DAYA

LAINNYA

KRITERIA KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
(Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)

PEMERINTAH PUSAT

Urusan pemerintahan yang lokasinya
lintas daerah provinsi atau lintas negara

Urusan pemerintahan yang penggunanya
lintas daerah provinsi atau lintas negara

Urusan pemerintahan yang
manfaat/dampak negatifnya lintas daerah
provinsi atau lintas negara

Urusan pemerintahan yang penggunaan
sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Urusan pemerintahan yang peranannya
strategis bagi kepentingan nasional

PEMERINTAH PROVINSI

Lintas daerah
kab/kota

Lintas daerah
kab/kota

Lintas daerah
kabl/kota

Lebih efisien apabila
dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH KAB/KOTA

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

Berada dalam daerah
kabupaten/kota

Lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota




KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

Tujuan Kegiatan Untuk mengetahui sejauh mana peran daerah dapat melengkapi peran pusat
Konsevasi dalam pengelolaan kawasan konservasi

o Kewenangan konservasi masih ada di tangan pemerintah pusat,
sebagaimana UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Peraturan ini
menunjukkan secara jelas bahwa belum terjadi desentralisasi di bidang
konservasi

e Pengelolaan sentralistik diperparah oleh proses perencanaan, penataan
kawasan, perlindungan, dan pengawasan serta berbagai kegiatan lainnya
yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi yang seringkali
dikembangkan secara tidak transparan oleh pemerintah pusat.

e Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengelolaan
kawasan konservasi rendah

Kewenangan




KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

Potensi kewenangan
daerah dan masyarakat

o Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan

Kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat
Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang
Kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang
Kegliatan konservasi lokal

Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan
sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat
pada nilailInilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan
pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan
pengalaman sebelumnya.

Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi
terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan
konservasi di tingkat lokal.

Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi
referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi.

Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun
kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah.




KEWENANGAN PUSAT, DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KONSERVASI
DI KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

o Ada banyak inisiatif di tingkat daerah mengenai peraturan pengelolaan
kawasan konservasi yang belum terakomodir dalam peraturan pusat
e Inisiatif tersebut dituangkandalam bentuk peraturan daerah tentang
kehutanan masyarakat yang salah satu bagiannya memuat tentang
kegiatan konservasi lokal
Dalam praktik di lapangan, kegiatan konservasi lokal belum berjalan
sepenuhnya, dikarenakan masih adanya orientasi kegiatan masyarakat
pada nilailInilai produksi pada kayu. Produksi kayu merupakan
Potensi kewenangan pendapatan uang yang lebih cepat dan menguntungkan berdasarkan
daerah dan masyarakat pengalaman sebelumnya.
Ke depannya peraturan konservasi lokal ini dapat memberikan kontribusi
terhadap peraturan di atasnya terutama dalam pengelolaan kawasan
konservasi di tingkat lokal.
o Aktivitas masyarakat yang mendukung kegiatan konservasi dapat menjadi
referensi yang jelas dalam kegiatan konservasi.
o Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu cara untuk membangun
kebijakan konservasi yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah.

e Program hibah CIFOR dan Ford Foundation




KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM
DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015

e Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Desentralisasi: Konflk Kepentingan
1 Judul Tesis Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam dalam Pembagian
Kewenangan Daerah Kota Batam 2007-2015

Adanya dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik
kewenangan anatara BP Batam dan Pemko Batam. Latar belakang dari
5 e dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi
yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang
mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih
kewenangan ini yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah.

Dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam merupakan
akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar
Instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya

Hasil Penelitian kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam, sehingga desentralisasi
sebagal amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota
Batam. Untuk itu diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk
mengakhiri konflik antar dua instansi ini.




KONFLK KEPENTINGAN BADAN PENGUSAHAAN (BP) BATAM DAN PEMKO BATAM
DALAM PEMBAGIAN KEWENANGAN DAERAH KOTA BATAM 2007-2015

e Pemerintah Pusat disarankan memberikan desentralisasi asimetris

Rekomendas| melalui reorganisasi struktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam.

e Dualisme kewenangan, konflik kepentingan, desentralisasi



KLASIFIKASI/ANATOMI
URUSAN
PEMERINTAHAN




KEMENTERIAN DALAN NEGERI

s § \

URUSAN
ABSOLUT

PEMERINTAHAN

UMUM
. PERTAHANAN
. KEAMANAN
. AGAMA
. YUSTISI

Dibagi berdasarkan

kriteria Eksternalitas,
R Akuntabilitas dan

/ \ Efisiensi
WAJIB PILIHAN

Kesehatan, Pendidikan, Pertambangan,
Pekerjaan Umum, dll. Perdagangan, dll.

CATATAN:

. POLITIK LUAR
NEGERI

. MONETER &
FISKAL

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan,
Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan
Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota



01 - Absolut

Urusan pemerintahan
absolut adalah
urusan pemerintahan
yang sepenuhnya
menjadi kewenangan
pusat (Pasal 9 ayat
(2)) dan tidak
berhubungan dengan
asas desentralisasi
atau otonomi.

02 - Konkuren

Urusan
pemerintahan yang
dibagi antara
pemerintah pusat
dan pemerintah
daerah (provinsi dan
kabupaten/kota),
(Pasal 9 ayat (3) Uu
Nomor 23 Tahun
2014)

03 - Pem.an Umum

Urusan pemerintahan
yang menjadi
kewenangan Presiden
sebagai kepala
pemerintahan




PRINSIP-PRINSIP KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Absolut Pemerintahan Umum

e Dapat dilaksanakan
sendiri oleh
Pemerintah Pusat

Kategori Pengaturan

Urusan pemerintahan

Dapat yang merupakan

didekonsentrasikan

kepada instansi kewenangan Presiden

sebagai kepala

Pelaksanaan

vertikal/Gubernur
sebagal wakil
pemerintah pusat
Tidak dapat
ditugasperbantukan
kepada daerah
otonom, karena tidak
ada perangkat daerah
yang melaksanakan

Urusan pemerintahan
menjadi kewenangan
daerah dilaksanakan
berdasarkan asas
otonomi

pemerintahan, yang
pelaksanaannya di
daerah dilaksanakan
oleh Gubernur, Bupati
atau Walikota di

wilayahnya dibantu oleh

Instansi vertikal




PRINSIP-PRINSIP KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Absolut Pemerintahan Umum

Pendanaan Dibiayai dari APBN Dibiayai dari APBD Dibiayai dari APBN

Kategori Pengaturan

Hak daerah adalah
mengatur dan Gubernur bertanggung
e Pembentukan instansi mengurus urusan yang jawab kepada Presiden
vertikal di daerah tidak sudah diserahkan melalui Mendagri dan
memerlukan kepada daerah sesual Bupati/Walikota
Pengaturan lainnya persetujuan Gubernur dengan aspirasi bertanggung jawab

sebagai wakil masyarakat setempat kepada Mendagri
pemerintah pusat di dan kondisi daerah melalui Gubernur
daerah dalam prinsip NKRI sebagai wakil

dengan berpedoman pemerintah pusat

pada NSPK




KEWENANGAN SESUAI PEMBAGIAN URUSAN

. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas
negara;

. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;

. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota;
dan/atau

. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
Daerah Provinsi.

PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan/atau

Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.




URUSAN PEMERINTAHAN
(UU 23/2014)

ABSOLUT
(TIDAK DISERAHKAN)

(6)

$

. POLITIK LUAR

URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

. PANCASILA, UUDA45,

NEGERI PILIHAN BHINEKA TUNGGAL IKA,
2. PERTAHANAN . ::::;:':"UA:NND';':
3. KEAMANAN - KESBANG
4. YUSTISI 3. KERUKUNAN ANTAR
5. MONETER & SUKU, INTRA SUKU,
FISKAL UMAT BERAGAMA, RAS
DAN GOLONGAN
6. AGAMA o) MECALAR Gai 4. PENANGANAN KONFLIK

perikanan;

— . SOSIAL
:::g'::ﬁ?' 5. KOORDINASI
1 il PELAKSANA TUGAS

PENDIDIKAN . energi A ANTAR INSTANSI
KESEHATAN sumber daya 6. :::f:;wﬁm
PU DAN PENATAAN mineral; DEMOKRASI
RUANG . perdagangan BERDASARKAN
PERA DAN KAWSN - ' ' PANCASILA
PEMUKIMAN . perindustrian 7. PELAKSANAAN URUSAN
TANTRIBUMLIMAS ; dan YG BKN KEWENANGAN

SOSIAL . transmigrasi. DAERAH



URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN

(KONKUREN)

T

— -

.

" berkaitan dengan
pelayanan dasar ‘
(6)

)

Non- pelayanan dasar
(18)

. pendidikan; . kelautan dan

- kESEh?tan, perikanan;

. pekerjaan umum M Teata:
dan penataan . parlwu:.a a;
ruang; . pertanian;

4. perumahan rakyat 2 kehutanan;
dan kawasan -
e . perhubungan; . energi dan

5. ketentraman, . sumber daya
ketertiban umum foneEs mineral;
dan perli;dungan »enanarr . 6. perdagangan
masyarakat ' DAty O1e : s

6. Sosi;/,; _ _ 7. permdt{strla_n

\ / \ udayaan; / 8. transmigrasi
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adalah
penanggungja
wab
penyelenggara
an suatu ursan
pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
kedekatanny
dengan luas,
besaran, dan
jangkauan
dampak yg
dtimbulkan
oleh
penyelenggara
an suatu
urusan
pemerintahan

Efisiensi

adalah
penyelenggar
aan suatu
ursan
pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
perbandingan
tingkat daya
guna yg
paling tinggi
vg dapat
diperoleh

Eksternalitas
adalah
penyelenggara
an suatu
urusan
pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
luas , besaran,
dan jangkauan
dampak yg
timbul akibat
penyelenggara
an suatu
urusan
pemerintahan

PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN

STRATEGI
NASIONAL

adalah

penyelenggaraan
suatu ursan

pemerintahan
ditentukan
berdasarkan
pertimbangan
rangka

dalam
menjaga
keutuhan dan
kesatuan bangsa,
menjaga
kedaulatan
negara,
implementasi hub
luar negeri,
pencapaian
program strategis
nasional, dan
pertimbangan
lain yg diatur
dalam ketentuan
peraturan pUU




KERJA SANMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN

Tingkat
Pemerintahan

Provinsi

Nama
Daerah

Jawa
Tengah

Bengkulu

Jawa Timur

PUBLIK

Fokus Penanganan

Sinergitas Program Penurunan Kemiskinan

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekowisata Ekslusif

Harmoni Pendidikan VVokasi



KERJA SANMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN

PUBLIK
Tingkat Nama
) Fokus Penanganan
Pemerintahan Daerah J
Temanggung Inovasi Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Berkelanjutan
Kabupaten POSO Peningkatan Kualitas SDM melalui Pemberantasan Penyakit

Schistosomiosis

Bangka Transformasi Daerah Tambang ke Pertanian dan Pariwisata



KERJA SANMA DAERAH DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN

PUBLIK

Tingkat
Pemerintahan

Kota

Nama
Daerah

Semarang

Yogyakarta

Padang

Fokus Penanganan

Peningkatan SDM melalui Sayangi Ibu dan Anak serta Kampung Tematik

Penguatan Modal Sosial dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Kolaborasi Pemerintah Kota dan Perantau Minang
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CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
HARMONISASI VOKASI DAN JATIM CERDAS




o —

e STRATEGI PEMBANGUNAN
e BERBASIS KAWASAN

Industri pengolahan kayu, Industri
Manufakiur, dan perikanan

SAMPAN :
Agrobisnis (perikanan) dan industri
manufaktur

. PURWOMANGGUNG :
h Agrobisnis (hortikultura) dan pariwisata

BANGLOR :
Industri pertambangan dan energi

BARLINGMASCAKEB :
Agrobisnis (perkebunan) dan energi

——
L

I.. &
O Ir:listﬂhhnufﬂ?:hrhdl.mtr‘rkrﬂﬂfﬁan
parwisata
IlE e

CONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
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(Semarang - Kendal) (25,26 km) (71,56 km)
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ONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL



Melolul Pembukoon ruas olon boru dord don
menujy Provinsl Bengkuly yong melalul kobupaten
dl Provinsl Jambi doan Provind Sumatera Selatan,
ckan mampu meningkotkon konektivitas ontor
wilaych don memocu pertumbubhan ekonomi di
Pulov Sumatera khususnyo boglon barot;

ONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
PENGEMBANGAN EKONONMI KERAKYATAN BERBASIS EKOWISATA DA
EKONOMI KREATIF PROVINSI BENGKULU




Promesl, pengembangan Peloksancan event wisata sektor
SDM, pengembangan produk unggulan, pemasaran dan
destinasi dan layanan rebranding produk unggulan skala

wisata, pengembangan Peloksana Pelaksanaan Pelaksanaan industri kecil don menengah (seperti

ekonomi kreatif, event sport event wisata event wisata bencoolen coffee, jervk kolomaonsi,
pelaksana event - event tourism kebudayaan maritim botik besurek)

Dinas Pariwisata Dispora Dikbud DKP Disperindag

- ————

Dinas PUPR Diskop UKM Balai PPW DLHK PHRI, ASITA,
Peningkatan SDM Fmill'-lnﬂ prnmm.i Pembongunan Menyicpkon regules HPl,Generasi Pesona
Pembangunan dan peloku UKM sektor don event infrastruktur  Pemanfoaton Cagar |ndonesic, POKDARWIS
rehabilitasi infrastruktur pariwisata, fasilirasi pariwisate pariwisata Menyiopkon ominities,
vtama dan penunjang permodalan dan Bengkulu ke aksesibilites don otroksi
pariwisata , penatacn peningkatan dalam TOP 100 wisgto serta promosi
ruang pariwisata kelembagaan UKM National Event g wisata serta menciptakan
sektor poriwisata rasa amon don nycoman
kepoda wisatwan

ONTOH KERJA SAMA DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN PUBLIK
GEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS EKOWISATA DA
EKONOMI KREATIF PROVINSI BENGKULU
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